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PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
HARTA BENDA WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN WAKAF INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan
harta benda wakaf sesua ketentuan Pasa 48 Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf perlu
menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang
Pedoman Pengel olaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4667);

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
HARTA BENDA WAKAF.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesiaini yang dimaksud dengan :

1.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya
guna keperluan ibadah dan/atau kesgjahteraan umum menurut syariah.

Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secaralisan
dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk
dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama
dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyal nilai ekonomi menurut
syariah yang diwakafkan oleh wakif.

Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf adalah proses
memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan oleh Nazhir sendiri
atau bekerja samadengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf.

Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga
indegpenden dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan
perwakafan di Indonesia.

Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LK'S, adalah badan
hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

LKS-PWU adalah LK S yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai
Lembaga Keuangan Syariah PenerimaWakaf Uang.

Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari
Bank Umum Konvensional serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
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BAB lI
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF
Pasal 2

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesual
dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Dalam mengelola harta benda wakaf Nazhir dapat bekerja sama dengan
pihak lain.

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir
mendapatkan imbalan dari hasil bersih atas pengel olaan dan pengembangan
harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus).

Ketentuan lebih lanjut tentang remunerass Nazhir akan diatur dalam
peraturan BWI tersendiri.

Pasal 3

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagamana dimaksud
padaayat (1) dilakukan secara produktif.

Dalam ha pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang
dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga
penjamin syariah.

Pasal 4

Dalam mengel ola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang
melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin
tertulis dari BWI.

|zin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila
harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan
peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 5

BWI berhak melakukan pemberhentian dan penggantian Nazhir apabila
Nazhir tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan
larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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